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ABSTRAK 

Leo Tarnando1, Ahmad Junaidi2, Rina Yuniarti3 
 

Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya 

(earmarked) menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan dan 

pelayanan publik di Kabupaten Kaur yang memiliki tingkat kemandirian fiskal 

rendah. Ketergantungan tinggi pada DAU, rendahnya kontribusi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), serta kebijakan efisiensi anggaran nasional tahun 2025 membatasi 

fleksibilitas daerah dalam menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan riil. Selain 

itu, tantangan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan realisasi anggaran turut 

memengaruhi efektivitas pemanfaatan DAU. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pengelolaan 

keuangan dalam pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) ditentukan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, mengidentifikasi Faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas pengelolaan DAU ditentukan untuk pencapaian tujuan 

pembangunan daerah Kabupaten Kaur serta menganalisis dampak kebijakan 

efisiensi anggaran nasional terhadap alokasi DAU di Kabupaten Kaur. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaur. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara terstruktur, disertai 

dengan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu 

mereduksi data, menyajikan data lalu penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Alokasi Umum 

(DAU) Ditentukan Penggunaannya di Kabupaten Kaur masih bersifat top-down, 

sehingga meningkatkan akuntabilitas administratif dan menjamin pendanaan 

layanan dasar, namun membatasi fleksibilitas dan otonomi fiskal daerah. 

Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), keterlambatan penyaluran dana, serta 

kebijakan efisiensi anggaran nasional tahun 2025 menjadi faktor utama yang 

menghambat efektivitas DAU dalam mendorong pembangunan daerah. Temuan ini 

menegaskan adanya kesenjangan antara tujuan desentralisasi fiskal dan praktik 

pengelolaan DAU earmarked di daerah berkapasitas fiskal rendah. 

 

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum 

Ditentukan Penggunaanya. 
 

Leo Tarnando 
Dr. Ahmad Junaidi, S.E., M.Si  
Dr. Rina Yuniarti, S.E., M.Ak
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Salah 

satu sumber pendapatan daerah yang signifikan adalah Dana Alokasi Umum 

(DAU), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) dan dialokasikan untuk mendukung pembiayaan pelayanan publik 

dan pembangunan daerah hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 12 

tahun 2019 (P. P. R. Indonesia, 2019). Menurut teori kebijakan publik dari 

(Dye, 2017), pengelolaan DAU melibatkan proses mulai dari mengenali 

masalah, merumuskan kebijakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi agar 

dana ini dapat digunakan secara efektif. Namun, dalam pelaksanaannya, sering 

kali ada masalah seperti kurangnya efektivitas, transparansi, dan ketepatan 

penggunaan dana tersebut. 

Berdasarkan teori desentralisasi fiskal dari (Oates, 2011), DAU bertujuan 

untuk mengurangi kesenjangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, 

serta antar-daerah. Dengan DAU, pemerintah daerah dapat memberikan 

pelayanan publik yang lebih baik meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

mereka terbatas. Selain itu, (Musgrave, 1959) dalam teori keuangan publik 

menjelaskan bahwa keberhasilan penggunaan dana seperti DAU bergantung 

pada kemampuan daerah untuk mengelola dana secara efisien dan bertanggung 

jawab. Di Kabupaten Kaur, DAU menjadi tulang punggung keuangan daerah, 
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sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 67 Tahun 2024 

(K. K. R. I. Indonesia, 2024). 

Sebagai contoh fenomena nyata yang relevan, di Kabupaten 

Karangasem, Bali, kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan pemangkasan 

DAU sebesar Rp 21 miliar pada tahun 2025, yang mengakibatkan pembatalan 

beberapa proyek perbaikan jalan (dari rencana 12 paket menjadi hanya 3) dan 

saluran irigasi, serta memaksa pemetaan ulang prioritas anggaran untuk 

mengoptimalkan sisa dana (DetikBali, 2025). Fenomena ini menunjukkan 

bagaimana kebijakan nasional dapat membatasi kemampuan daerah dalam 

mewujudkan pembangunan prioritas, serupa dengan potensi tantangan yang 

dihadapi Kabupaten Kaur akibat ketergantungan tinggi pada DAU. 

Kabupaten Kaur sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah 

pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, Dana Bagi Hasil, dan 

DAU. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, 

PAD Kabupaten Kaur hanya Rp47,649 miliar, menunjukkan rendahnya 

kemandirian keuangan daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2025). 

Fenomena ini sejalan dengan temuan A. Dana et al., (2024), yang menunjukkan 

bahwa banyak daerah mengalami fluktuasi dalam kemandirian keuangan karena 

ketergantungan pada dana transfer. Hal ini membuat daerah sulit menentukan 

prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal. 

Kabupaten Kaur, yang masih memiliki ketergantungan tinggi pada dana 

transfer dari pusat, mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk 

sektor-sektor prioritas yang dibiayai oleh DAU. Sebagai salah satu komponen 

penting dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), DAU 
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dgunakan untuk mendukung pembiayaaan pembangunan infrastruktur, 

pendidikan, kesehatan, serta sektor lainnya yang sesuai dengan kebutuhan 

daerah. Ketergantungan pada DAU juga mencerminkan tantangan dalam 

meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi sumber pendapatan 

lain, seperti PAD dan dana bagi hasil provinsi. 

APBD Kabupaten Kaur mencapai Rp990 miliar pada tahun 2025, DAU 

memainkan peran besar dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, 

kebijakan DAU yang ditentukan penggunaannya (earmarked), seperti diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 212/PMK.07/2022, membatasi 

fleksibilitas daerah dalam menggunakan dana ini. Akibatnya, sering terjadi 

ketidaksesuaian antara rencana anggaran dan kebutuhan nyata daerah, seperti 

yang ditemukan oleh Uun Ainul Yaqin & Titiek Herwanti (2019). Penelitian ini 

menunjukkan bahwa DAU sering kali lebih banyak digunakan untuk belanja 

pegawai daripada pembangunan infrastruktur atau pelayanan publik. 

Pengelolaan DAU di Kabupaten Kaur menghadapi tantangan, seperti 

memastikan dana digunakan untuk prioritas pembangunan, seperti pendidikan, 

kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran nasional 

tahun 2025 dapat memengaruhi jumlah DAU yang diterima, sehingga 

menimbulkan risiko ketimpangan antara kebutuhan daerah dan dana yang 

tersedia. Penelitian oleh P. Dana et al., (2024) menunjukkan bahwa DAU dapat 

membantu mengurangi kemiskinan jika dikelola dengan baik, tetapi 

keberhasilannya bergantung pada pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan 

efisien. 
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Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan DAU juga 

menjadi masalah, seperti yang diungkap oleh Ndraha & Uang (2018). Mereka 

menemukan bahwa minimnya pengawasan dan perencanaan yang terukur dapat 

mengurangi efektivitas DAU. Teori siklus kebijakan dari Howlett, M., Ramesh, 

M., & Perl, (2020) menawarkan cara untuk mengatasi masalah ini dengan 

memastikan bahwa pengelolaan DAU dilakukan melalui tahapan yang jelas, 

mulai dari perencanaan hingga evaluasi. 

Selain dana transfer pusat, pendapatan daerah Kabupaten Kaur juga 

mencakup Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Namun, kontribusi PAD yang hanya sebesar Rp47,649 miliar menunjukkan 

bahwa potensi lokal belum tergarap secara optimal. Di sisi belanja, tantangan 

utama terletak pada alokasi anggaran yang harus mengutamakan kebutuhan 

pembangunan prioritas tanpa mengabaikan efisiensi pengelolaan. 

Selain itu, kesenjangan fiscal antara Pemerintah Pusat dan Daerah sering 

kali memengaruhi fleksibilitas Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan 

sumber dayanya. Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya, 

meskipun membantu mendukung sektor prioritas seperti pendidikan dan 

kesehatan, juga dapat membatasi kreativitas daerah dalam menetapkan prioritas 

berdasarkan kebutuhan spesifik mereka. Ketergantungan Kabupaten Kaur pada 

DAU ditambah dengan rendahnya kontribusi PAD yang hanya sebesar 

Rp47,649 miliar memperburuk situasi ini, mengingat PAD merupakan indikator 

penting kemandirian fiskal daerah. 

Di sisi lain, tantangan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah juga 

mencakup minimnya integrasi data dan perencanaan yang terukur. Dalam 
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banyak kasus, rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan 

DAU menimbulkan risiko terhadap efektivitas program yang dibiayai. Oleh 

karena itu, pengelolaan keuangan daerah memerlukan inovasi kebijakan yang 

mendukung peningkatan kapasitas fiskal sekaligus memperbaiki tata kelola 

anggaran agar sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. 

Pemanfaatan DAU yang ditentukan penggunaannya memiliki dampak 

signifikan terhadap pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan publik. Dalam sektor pendidikan, misalnya, DAU digunakan 

untuk mendukung program sertifikasi guru, tunjangan khusus, serta bantuan 

operasional sekolah. Program-program ini bertujuan meningkatkan kualitas 

pendidikan di daerah dengan memprioritaskan akses dan mutu layanan 

pendidikan yang merata. Di sektor kesehatan, DAU mendukung program 

bantuan operasional kesehatan yang memastikan pelayanan kesehatan dasar 

tersedia untuk masyarakat luas. 

Dampak positif lainnya terlihat dalam pembangunan infrastruktur publik 

seperti jalan dan fasilitas umum lainnya yang dibiayai oleh DAU. Namun, 

meskipun manfaatnya besar, pemanfaatan DAU yang ditentukan 

penggunaannya masih menghadapi kendala, seperti lambatnya realisasi 

anggaran dan kesenjangan dalam distribusi manfaat. Kabupaten Kaur, sebagai 

daerah yang sangat bergantung pada DAU, perlu memastikan bahwa alokasi 

dan implementasi program-program yang dibiayai oleh DAU dilakukan dengan 

efisiensi tinggi dan tepat waktu agar hasilnya dapat dirasakan secara langsung 

oleh masyarakat. 
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Lebih jauh, keberhasilan pemanfaatan DAU yang ditentukan 

penggunaannya tidak hanya bergantung dengan pada alokasi anggaran semata 

tapi juga dengan mekanisme monitoring serta evaluasi. Di Kabupaten Kaur, 

pemanfaatan DAU oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Bidang Anggaran perlu dikaji lebih mendalam, terutama di tengah 

kebijakan efisiensi anggaran nasional yang diterapkan pemerintah pusat pada 

tahun 2025. Kebijakan ini berpotensi memengaruhi alokasi DAU, sehingga 

perlu dipastikan bahwa penggunaannya tetap berorientasi pada peningkatan 

pelayanan publik dan pembangunan daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan 

masyarakat. 

Meskipun telah banyak penelitian tentang pengaruh DAU terhadap belanja 

daerah atau pengurangan kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia, masih 

terdapat celah penelitian (research gap) yang signifikan. Penelitian terdahulu 

umumnya fokus pada DAU block grant sebelum tahun 2023 atau analisis 

kuantitatif dampak ekonomi secara umum, tanpa mengkaji secara mendalam 

mekanisme teknis pengelolaan DAU yang ditentukan penggunaannya 

(earmarked) di tingkat badan pengelola keuangan daerah, dampak kebijakan 

efisiensi anggaran nasional 2025 terhadap alokasi dan realisasi DAU, serta 

faktor-faktor penghambat optimalisasi di daerah dengan ketergantungan tinggi 

seperti Kabupaten Kaur. Celah ini mencerminkan diskoneksi antara teori 

desentralisasi fiskal dengan praktik lapangan, di mana rendahnya transparansi, 

kemandirian fiskal, dan keselarasan perencanaan berbasis kinerja masih 

menjadi isu utama yang belum banyak dieksplorasi secara spesifik pada konteks 

DAU earmarked setelah 2023. 
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Pemanfaatan DAU yang ditentukan penggunaannya sangat penting untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti mendukung pendidikan 

(misalnya, program sertifikasi guru) dan kesehatan (bantuan operasional 

kesehatan). Namun, tantangan seperti keterlambatan realisasi anggaran dan 

ketidakmerataan manfaat masih sering terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan DAU yang ditentukan 

penggunaannya di Kabupaten Kaur, dengan fokus pada efektivitasnya dalam 

mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik. Dengan mengacu pada 

teori desentralisasi fiskal (Oates, 2011), keuangan publik (Musgrave, 1959), 

dan kebijakan publik (Dye, 2017) dan (Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, 2020), 

serta didukung oleh penelitian terdahulu. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang penelitian, maka penulis membuat 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

a) Kebijakan DAU ditentukan mengurangi kewenangan daerah dalam 

mengalokasikan dana sesuai prioritas lokal dan sering menyebabkan 

ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dengan kebutuhan riil di 

lapangan ditambah daerah khusunya Kabupaten Kaur dengan PAD rendah 

sangat bergantung pada dana transfer pusat, khususnya Dana Alokasi 

Umum (DAU). 

b) Masih terdapat masalah dalam transparansi, pengawasan, dan perencanaan 

yang terukur dalam penggunaan DAU. Hal ini menyebabkan risiko 
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penyalahgunaan, keterlambatan realisasi anggaran, serta distribusi 

manfaat yang tidak merata kepada masyarakat. 

c) Kebijakan efisiensi anggaran nasional berpotensi memangkas besaran 

DAU yang diterima daerah, Khususnya Kabupaten Kaur yang sangat 

bergantung pada DAU, sehingga dapat menghambat pencapaian target 

pembangunan prioritas. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang penelitian, maka penulis 

mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 

a) Bagaimana kebijakan pengelolaan keuangan dalam pemanfaatan DAU 

ditentukan di pemerintah daerah Kabupaten Kaur? 

b) Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan DAU 

ditentukan untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kaur? 

c) Bagaimana dampak kebijakan efisiensi anggaran nasional terhadap alokasi 

DAU di Kabupaten Kaur?? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian pada tulisan ini antara lain : 

a) Menganalisis kebijakan pengelolaan keuangan dalam pemanfaatan Dana 

Alokasi Umum (DAU) ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kaur. 

b) Mengidentifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan 

DAU ditentukan untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten 

Kaur. 
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c) Menganalisis dampak kebijakan efisiensi anggaran nasional terhadap 

alokasi DAU di Kabupaten Kaur 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memiliki nilai manfaat yang melibatkan 

beberapa aspek, seperti berikut: 

a. Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan 

wawasan dan pengetahuan serta keilmuan mengenai Analisis kebijakan 

pengelolaan keuangan daerah dalam pemanfaatan Dana Alokasi Umum 

(DAU) ditentukan penggunaanya Pada Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Bidang anggaran Kabupaten Kaur tahun 2025 secara tepat. 

b. Aspek Praktis 

1) Bagi Pemerintah Kabupaten Kaur 

Melalui adanya penelitian / pengamatan ini dapat menjadi sebuah 

gambaran serta referensi saat membuat kebijakan, khususnya dalam hal 

pengelolaan serta pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) 

ditentukan penggunaanya, sehingga diharapkan pengelolaan keuangan 

yang dilakukan Kabupaten Kaur dalam mendorong pembangunan 

sehingga bermanfaat untuk masyarakat menjadi lebih optimal lagi. 

2) Bagi Kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu 

Fakultas ekonomi dan Bisnis khususnya pada program studi Magister 

Manajemen, Penelitian ini berkontribusi dalam hal referensi peneliti 

selanjutnya terkait memberikan kontribusi dalam pengembangan teori 
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